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ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969 ); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679 ); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812).



CATATAN

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
termasuk nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi sebagai retribusi
jasa umum, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam
penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi
yang tercantum dalam lampiran, wilayah pemungutan, penentuan pembayaran,
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, tata cara
pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian
kelebihan pembayaran, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, insentif
pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2021.
Batang Tubuh : 14 Halaman

Lampiran : 7 Halaman



